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Pemindahan Ibu Kota

Harus Jadi Milik Publik

Dalam membentuk aturan leknis mengenai ibu kola negara, pemeriniah perlu menyerap aspirasi
puldlik. Dengan demikian, aturan twrunan beropa peraturan pemerintah dan perpres bisa diterima luas.
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Nusantara tersebut, Ada kincir
angin dan mobil-mobil listrik.

Meski menawarkan imaji ko-
ta masa depan, pembentukan
aturan teknis TKN tak hisa
mengesampingkan publik. Di-
rektur Eksekutif Komite Pe-
mantauan Pelaksanaan Otono-
mi Daerah Herman Nurcahvadi
Suparman, Jumat (28/1/20232),
mengatakan,  pembentukan
aturan teknis TKN perlu di-
kawal karena struktur, tata ker-
ja, dan peraturan terkait 1KN
tidak diatur cksplisit di UU
TKN.

Hal itu diserahkan pada FP
dan perpres. Kewenangan khu-
sus vang tertulis cksplisit hanya
terkait investasi,

Kerumitan lainnya, menurut
Herman, adalah kepala otorita
memiliki kewenangan sebagai
pemimpin pemerintah daerah
khusus [KN, Berbeda dengan
kepala daerah lainnya, kepala
otorita berada setingkat men-
teri serta diangkat dan diber-

hentikan oleh presiden.

Karena itu, pemerintahan
IKN diawasi DPR. Di sisi lain,
pemerintah daerah diawasi De-
wan Perwakilan Rakyat Dae-
rah.

"Masukan publik harus men-
jadi bahan deliberasi (pertim-
bangan) bersama agar aturan
turunan berupa PP dan perpres
bisa diterima publik,” ujarnya,

Yartisipast dari daerah seki-
tar IKN, lanjut Herman, juga
mesti diperhatikan, TKN seba-
gal daerah baru membutuhkan
dukungan dari daerah sekitar.,

Pengajar hukum tata negara
Universitas Gadjah Mada, Zai-
nal - Arifin -Mochtar, menga-
takan, hal lain vang perlu di-
pertimbangkan pemerintah da-
lam menyusun PP adalah ke-
terkaitan UU IKN dengan UU
lainnya, khususnya kluster per-
tanahan vang berkaitan dengan
[T Cipta Kerja.

Padahal, Mahkamah Konsti-
tusi telah memutuskan bahwa
dalam dua tahun ini tak bolch
ada aturan turunan dari UU

Cipta Kerja yang berdampak
krusial terhadap publik selama
tata cara pembentukan UL itu
belum diperbaiki. "Untuk me-
nurunkan PP pertanahan, apa-
kah dimungkinkan,” katanya,

Terbuka

Ketua Pokja Kelembagaan
dan Regulasi Tim Koordinasi
Persiapan Rencana Pemindah-
an IKN Diani  Sadia  Wati
mengatakan,  pembentukan
peraturan pelaksanaan akan
terbuka untuk publik, "Pelibat-
an publik diatur khusus dalam
pasal di UU IKN,” katanya.

Deputi T Kantor Staf Kepre-
sidenan Febry Calvin Tetelepta
mengatakan, hingga nanti sta-
tus ibu kota negara dipindahkan
dari DKT Jakarta ke TKN Nu-
santara, Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur, Pemerintah
Kabupaten Kutai Kertanegara,
Pemkab Penajam Paser Utara,
dan Pemerintah Kota Balikpa-
pan tetap melaksanakan urusan
pemerintahan daerah.
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